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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai patafes di berbagai sektor
khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapatheentdan memperbaiki kondisi
yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensrimaan dalam negeri yang
menjadi prioritas utama karena mampu mendominasnenpeaan negara.
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewakbaegaraan dan peran serta
masyarakat secara langsung yang bersama-sama nmuigam dana untuk
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraaaoruel rakyat melalui
perbaikan dan penambahan pelayanan publik, meramkain pajak tidak hanya
untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingakyat yang tidak wajib
membayar pajak.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fpeggiawasan sekaligus
pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberianda@an kepada wajib pajak.
Oleh karena itu selain fungsi pembinaan yang hdijakankan pemerintah perlu juga
dibarengi dengan upaya penegakan hukuraw enforcement ). Penegakan hukum
dalamself assessment system merupakan hal penting.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakardipeéntingkan adanya
voluntary compliance dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif ¥éajib Pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka Wegatdari Wajib Pajak
sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Ragdk ditegakkan salah satu
caranya adalah dengaaw enforcement. Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang
melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kamaya perlu dilakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegap&eaturan perpajakatagv
enforcement) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuaiademgpsedur

yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.



Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai saramegakan hukumlgw
enforcement) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak {aRy lalai dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkeoilah tunggakan pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan ssddiln langkah penting dalam
mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negaraseldor pajak. Jika hal
tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baikayafaktor-faktor penghambat
dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka ygeningkatan penerimaan
negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artirgssuatu kemampuan untuk
menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakl@arggruh yang spesifik yang
terukur. Dalam skala mikro, kondisi Cakung Duagsdrstrategis dengan penduduk
yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekongang tinggi sehingga memberi
peluang untuk menggali potensial, karena itu sangatgkin ada wajib pajak yang
tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak mearsama sekali.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak diperlukan temegaeriksaan pajak
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, namuakumendapatkan jaminan
mutu atas hasil kerja pemeriksaan tidak hanya mekaer kuntitas dan kualitas yang
memadai. Diperlukan juga prosedur pemeriksaana seotma dan kaidah yang
mengatur seorang pemeriksa pajak yang diatur d&amt Edaran Dirjen Pajak
No.SE-2 8/PJ.7/2013 Tgl.11 Juni 2013.

Pentingnya suatu pemeriksaan pajak dikarenakan omappengaruh untuk
menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan afinkecurangan dengan
melakukantax evasion, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu semdaupun
Wajib Pajak lainnya yang tentu saja mempengarulmepmaan Wajib Pajak.
Berdasarkan pentingnya suatu pemeriksaan pajaka npakulis tertarik untuk
mengambil judul tentang “Efektivitas pelaksanaamerksaan pajak dalam upaya
meningkatkan penerimaan pajak Negara di KantoryBeln Pajak Pratama Cakung

Dua’. Penelitian ini penulis lakukan untuk merdeti keseimbangan pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaegad pajak penghasilan yang

diterima.



1.2 Spesifikasi Masalah Penelitian

Spesifikasi masalah yang diidentifikasi oleh penatialah sebagai berikut:

1) Bagaimana tingkat efektivitas dalam pelaksanaan epksaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut KPB)aRra Jakarta Cakung
Dua?

2) Bagaimana efektivitas Pemeriksaan dari segi jumkistetapan pajak yang
dihasilkan dari suatu proses pemeriksaan?

3) Apa kendala yang ditemui oleh KPP Pratama Jakaaieu®®y Dua dalam
proses pelaksanaan pemeriksaan serta bagaimana dpsm mengatasi

kendala tersebut?

1.3 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dirumuskan penulis dasddlah Bagaimana tingkat
efektivitas penyelesaian pelaksanaan pemeriksagk jpian jumlah ketetapan
pajak hasil pemeriksaan di KPP Pratama Jakartar@aRua?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan peksaan pajak Negara di
KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.
2) Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari sebualeprpemeriksaan pajak
menimbulkan piutang pajak bagi Negara, sebagai supdndapatan Negara.
3) Mencari dan membuat saran untuk menghadapi madalaltantangan yang

dihadapi.

1.5Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian tentu saja harus mkimtianfaat baik bagi

peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat dilaguaikya penelitian ini adalah:



1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapajademasukan bagi
ilmu akutansi STEI (Sekolah Tinggi lIlmu Ekonomi)dbnesia terutama
dalam hal pemeriksaan pajak serta mengetahui pEyEn suatu
pemeriksaan pajak.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapatjasemasukan bagi KPP
Pratama Jakarta Cakung Dua dalam hal pemeriksagak p=erta
efektivitas dari pemeriksaan pajak.

3. Secara umum, diharapkan penelitian ini dapat digadi dasar bagi
peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan piiael mengenai
pemeriksaan pajak.

1.6 Batasan Penelitian
Peneliti membatasi penelitian ini pada pemeriksgajib pajak badan di KPP
Pratama Jakarta Cakung Dua yang mencakup:

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak NegarKRP Pratama Jakarta
Cakung Dua sebagai hasil dari pelaksanaan pemankgang dilakukan
terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.

2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian adalah tahun 2011

sampai tahun 2012.

1.7 Fokus Penelitian
Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan merupakan fdélsn penelitian ini yaitu
untuk meningkatkan penerimaan negara dari sekjak giengan studi kasus di KPP
Cakung Dua dengan menggunakan indikator-indikattara lain:
a. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2pseles
b. Jumlah ketetapan pajak yang dihasilkan dari kegiptaneriksaan pajak-
pajak Negara.
c. Pada faktor pendukung didalam pelaksanaan pemanksantuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pagk, bersifat internal
dan eksternal.



